Menimbang

Mengingat

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1981
TENTANG
PENY EMPURNAAN ORGANISAS
BADAN KOORDINAS INTELIJEN NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

bahwa berhubung dengan berkembangnya tugas dan semakin meningkatnya
peranan Badan Koordinas Intelijen Negara maka dipandang perlu
menyempurnakan organisas Badan Koordinas Intelijen Negara
sebagamana diaur ddam Keputusan Presden Nomor 38 Tahun 1973 jo
Keputusan Presden Nomor 8 Tahun 1976 ;

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;

2. Keputusan Presden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan
Kabinet Pembangunan 111;

MEMUTUSKAN;

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1973 dan Keputusan Presiden Nomor 8

Tahun 1976 ;

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK [INDONESIA TENTANG
PENY EMPURNAAN ORGANISASI BADAN KOORDINASI INTELIJEN
NEGARA.

BAB |
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Koordinas Intelijen .Negara yang selanjutnya dalam
Keputusan Presiden ini disebut BAKIN, adal ah suatu L embaga Pemerintah
Non Depatemen yang berada di bavah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presden,

(2) BAKIN merupakan badan intelijen tertinggi dalam Negara Republik
Indonesia.

(3) BAKIN dipimpindeh ssorang Kepda,
Pasal 2

BAKIN mempunya tugas pokok membantu Presden ddam menentukan
kebijaksanaan Pemerintah di  bidang intelijen serta pengamanan
pd aksanaannya,

Pasal 3

Di dalam meaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2, BAKIN
menye enggarakan fungd :
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mengolah semua bahan-bahan yang diterima maupun yang didapatnya menjadi
produk intdijen

mengkoordinagkan, mengintegragkan, dan mdaksanekan pembinaen teknis
terhadgp sduruh kegiatan intdijen yang dilakukan oleh Badanbedan di luar BAKIN
bak di ddam maupun di luar neger, mddui rapa-rapat koordines;

mdakukan pengenddian dan pengawasan ke ddam aas pdaksanaan tugastuges
BAKIN;

mengadekan kegiaan-kegiatlan maupun operad-oparad intdijen lannya bak di
ddam maupundi luar negern ;

mempers gokan dan merumuskan kebijaksanaan-kehijaksanaan umum Pemerintah
d bidangintdijen.

BAB Il .
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisas
Pasal 4
Susunan Organisas BAKIN terdiri dari :
Kepala;
Wakil Kepala;

SQe 0 a0 oy

(1)
(2

(3)

(4)

Deputi Bidang | ;

Deputi Bidang Il ;

Deputi Bidang 111 ;

Deputi Bidang IV ;

Sekretariat ;

Unit Pelaksana Teknisyang terdiri dari
1. Rumah Tangga,

2. Satuan Komunikas Intelijen

Bagian Kedua
Pimpinan
Pasal 5
Kepala dan Wakil Kepala BAKIN adalah unsur Pimpinan.

Kepala BAKIN, yang sdanjutnya disebut KA BAKIN, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung
kepada Presiden.

Wakil KA BAKIN, yang selanjutnya disebut WAKA BAKIN, dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada KA
BAKIN, dan bila KA BAKIN berhalangan, tugas dan tanggung
jawabnya dilaksanakan WAKA BAKIN.

WAKA BAKIN memegang fungs pengawasan dalam lingkungan
BAKIN dan badan-badan intelijen lainnya untuk kegiatan tersebut
WAKA BAKIN dapat dibantu oleh sehanyak-banyaknya 3 (tiga) orang

[nspektur.
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Bagian Ketiga
Deputi-Deputi

Pasal 6

Deputi Bidang merupakan unsur pembantu pimpinan dan peaksana tugas pokok
BAKIN ddam bidangnya,

Bagian Keempat
Deputi Bidang |

Pasal 7

Deputi Bidang |, sdanjutnya disesbut Deputi | mempunya tugas pokok
menyedi akan bahan-bahan keterangan mengena masdah-masa ah ddam dan luar
negeri,

Pasal 8

Ddam mdaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ddam Pasd 7, Deputi |
menye enggarakan fungd :

a mengkoordinaskan dan mdaksanakan pembinaan teknis terhadap sduruh
kegiatan penyedidikan dari badan-badan intelijen di luar BAKIN

b. merencanakan dan me akukan kegiatan-kegiatan dan operasi-operas intdijen
ddam dan luar negeri ;

C. merencanakan dan merawat sarana yang diperlukan dalam mdaksanakan
tugas pokoknya,

Pasal 9

Ddam mdaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ddam Pasd 7, Deputi |
berwenang ;

a  membentuk paspengumpul bahan keterangan dengan parsatujuan KABAKIN
b. mengenddikan kegiatan pospengumpul bahen keterangan terseht ;

Cc.  mdakukan hubungan kerjadengan badan-bedan di luar BAKIN, ingand dan
lembaga Pemerintah,

d.  memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana dan kegiatankegiatan unit-
unit di bawvahnya;

e mewakili KABAKIN aas penunjukannya
Pasal 10
Deputi | membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat.

Bagian Kelima
Deputi Bidang |1

Pasal 11
Deputi Bidang 1l, sdanjutnya dissbut Deputi 1I, mempunya tugas pokok
menyedi akan bahan-bahan keterangan daam dan luar negeri tentang masdah-
masa ah pengamanan.

Pasal 12

Ddam med aksanakan tugas pokok sebagamanadimaksud dadam Pasd 11, Deputi 11
menye enggarakan fungg :

a mengkoordinaskan dan mdaksanakan pembinaan teknis terhadap sduruh
kegiatan pengamanan dari badan-badan intelijen di luar BAKIN ;
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b. meaencanckan serta mdakukan kegiaan-kegiadan dan operas-operas
pengamanan

C. meencangkan dan merawat sarana yang diperlukan dalam
me aksanakan tugas pokoknya.

Pasal 13
Dalam mel aksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud dalam Pasa 11,Deptti
[l berwenang :
a  membentuk pospengumpu bahan keterangan dengan parsetyjuan KABAKIN
b. mengenddikan kegiatan pos pengumpul bahan keterangen tersebut ;

Cc.  mdakukan hubungan kejadengan bedan-badan d luar BAKIN, indang-indang
dan lembeagal embagaPemerintah;;

d.  memimpindan menentukan tatakerja, rencana-rencanadan pedomanpedomean
ddam samuapekeajaan, usshadan kegaan unit-unit d bawahnya,;

e mewakili KABAKIN atas penunjukannya.

Pasal 14
Deputi 11 membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat.

Bagian Keenam
Deputi Bidang Il

Pasal 15

Deputi Bidang 111 yang sdanjutnya disebut Deputi 111 mempunya tugas pokok
memproduks intdijen luar dan dalam negeri.

Pasal 16
Ddam meaksanakan tugas pokok sebagamana dineksud ddam Pasd 15 Deputi
[11 menydenggarakan fungd :
a mengolah semua bahan-bahan keterangan yang diterimanya dan a@au yang
didgpanyamenjadi intdijen;;
b. mendigribuskanintdijen tersebut sesuai petunjuk pimpinan BAKIN ;
C. merencanakan, dan merawa saranayang diperlukan di ddam mdakukan tuges
pokoknya.
Pasal 17
Daam meaksanakan tugas pokok sebagamana diddam Pasa 15 Deputi 11
berwenang :
a  menerimadan meminta bahan-bahan keterangan yang diperlukan ;

b. meakukan koordinasi terhadap badan-badan intel di luar BAKIN, instans
dan lembaga-lembaga Pemerintah ;

C. memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana, dan pedoman-
pedoman dalam semua pekerjaan, usaha dan kegiatan unit-unit di
bawahnya;

d. mewakili KA BAKIN atas penunjukannya.
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Pasal 18
Depuiti 111 membawahkan sebanyak-banyaknya 6 (enam) Direktorat.

Bagian Ketujuh
Deputi Bidang IV

Pasal 19

Deputi Bidang IV yang selanjutnya disebut Deputi IV, mempunya tugas
pokok menydenggarakan bantuan administras kepada semua kegiatan serta
membina dan mengendalikan semuainstalas di lingkungan BAKIN,

Pasal 20

Ddam mdaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ddam Pasd 19 Deputi
IV menydenggarakan fungg ;

a. mengelolapersonil, materid, keuangan, dan pendidikan ;

b. merencanakan dan me aksanakan penedlitian secara terus-menerus dalam
rangka penyempurnaan dan pengembangan BAKIN ;

C. merencanakan, mengadakan, dan memeliharafadlitas dan saranayang
diperlukan.

Pasal 21

Ddam mdaksanakan tugas pokok sebagamana dimaksud daam Pasd 19 Depti
IV berwenang.

a mdakukan koordinad terhadap parapgabat BAKIN lannyadaam bidang
adminidrag ;

b. meakukan koordinas terhadap instansi-ingtans sertalembagalembaga
Pemerintah lannyaddam bidangnya;;

C. memimpin dan menentukan tatakerja, rencana-rencana, dan pedomanpedoman
daam semua pekerjaan, usaha dan kegiatan-kegiatan unit- unit di bawahnya;

d. mewakili KABAKIN atas penunjukannya,
Pasal 22
Deputi 1V membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro,

Bagian Keddgpan
Staf Koordinas dan Satuan-satuan Tugas

Pasal 23
Pimpinan BAKIN dapat membentuk staf koordinas dan satuan-satuan tugas di
bidang intdijen sesual dengan kebutuhan,
Bagian Kesembilan
Sekretariat
Pasd 24

(1) Untuk kelancaran tugasnya, pimpinan BAKIN dibantu oleh satu Sekretaria
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris;

(2) Sekretaris BAKIN bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan.
Pasal 25

Sekretaris BAKIN mempunya tugas menyelenggarakan bantuan dan
pdayanan surat-menyurat dan ketata-usahaan.
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Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis

Pasd 26
Unit Pelaksana Teknisterdiri dari :
a. Rumah Tangga;
b. SauanKomunikasi Indijen,

Pasd 27

(1) Rumah Tangga addah unit pdaksanateknis di bidang peayanan yang berada di
bawah dan bertanggung jaweab |angsung kepada Pimpinan BAKIN.

(2) Rumah Tanggadipimpin dleh KepdaRumah Tangga,
Pasd 28

Rumah Tangga mempunya tugas pokok menydenggarakan kdengkapan dan
keamanan di lingkungan BAKIN

Pasd 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ddam Pasd 28,
Rumah Tangga menydenggarakan fungs keamanan, perhubungan, latihan,
pd ayanan kesg ahteraan personil, dan perawaan instdas.

Pasd 30

(1) Sauan Komunikes, Intdijen addah Unit Pdaksana Teknis di  bidang
komunikas di lingkungan BAKIN yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan BAKIN,

(2) Sauan Komunikes Intdijen dipimpin oleh seorang Kepda Satuan
Komunikas.
Pasal 31
Sduan Komunikes  Intdijen mempunya tugas menydenggarakan  bantuan
komunikas terhadap kegiatan-kegiatan dan operas-operas BAKIN,
Pasal 32
Untuk menyed enggarakan tugas sebagamana dimaksud ddam Pasd 31, Sauan
Komunikad Intelijen mempunyai fungs :
a mawydenggaakan dukungan komunikad dan bantuan teknis terhadgp operas-
operad intdijen;
b. mdakukan pengumpulan informas meldui sarana monitoring seslia pengarahan
Deputi-deputi KABAKIN
Cc. mdakukan koordinas dan observad terhadap dat-dat komunikad/dektronik yang
digunakan oleh sstuan-satuan operad intdijen sesua dengan petunjuk pimpinan ;
d.  menydenggarakan pemeliharaan terhadap dat-aat komunikas dektronik.

Bagian Kesebelas
Susunan, Direktorat, Biro, Sekretariat,
Inspektur, dan Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

(1) Direktoraa membawahkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) Sub
Direktorat dan setiap Sub Direktorat membawahkan sebanyakbanyaknya
4 (empat) Sekd.

(2) Biro-biro dan Sekretariat membawahkan sebanyak-banyaknya 4 (empat)
Bagian dan setiap bagian membawahkan sebanyakbanyaknya 3 (tiga)
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Sub Bagian,

(3) Inspektur dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Pembantu
Inspektur dan setiap inspektur Pembantu dibantu oleh sebanyak-
banyaknya 4 (empat) orang Pemeriksa.

(4) Unit Pelaksana Teknis Rumah Tangga dan Satuan Komunikas
Intelijen membawahkan sebanyak--banyaknya 4 (empat) Bidang, dan
setiap Bidang membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bidang

Pasal 34

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugastugas BAKIN, apabila perlu KA

BAKIN dapat menunjuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang pgaba sebaga Staf
Ahli,

BAB I
TATA KERJA

Pasal 35

Semua unsur di lingkungan BAKIN ddam mdaksanakan tugasnya wgib
meneragpkan pringp koordinas, integras,dan snkronisas bak daam
lingkungan BAKIN sendiri maupun dalam hubungan antar instans
Pemerintah untuk kesatuan gerak sesual dengan tugasnya.

BAB IV
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 36
(1) Kepaladan Wakil Kepala adalah jabatan setingkat Eselon | a.
(2) Deputi adalah jabatan setingkat Eselon | b,
(3) Anggota Staf Ahli adalah jabatan setinggi-tingginya Eselon | b.

(4) Sekretaris, Inspektur, Kepala Direktorat, Kepala Biro, Kepala Rumah
Tangga, Kepda Satuan Komunikas Intelijen add ah jabatan setingkat Esdon |1
a

Pasd 37

(1) KABAKIN, WAKABAKIN, Deputi-Deputi dan Anggota-anggota Staf Ahli
yang eselonnyal b diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(2) Sekretaris, Inspektur, para Kepala Direktorat, para Kepaa Biro, Kepda
Rumah Tangga, Kepaa Satuan Komunikas Intdijen dan Staf lainnya sarta
pej abat-pg abat yang setingkat diangkat dan diberhentikan olen KA BAKIN,

(3) Pengangkaan dan pemberhentian Kepdakepda Sub Direktorat, Kepda
Bagian, Kepada Bidang, Ingoektur Pembantu dan Kepa akepda Satuan Kerja
bawahan lainnya ditetapkan dengan Keputusan KA BAKIN.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasd 38

(1) Segda pembiayaan yang dipelukan untuk mdaksanakan tugestuges BAKIN
dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara

(2) Untuk anggaran khusus, pengguan dan pertanggunganjawabannya ditentukan
tersendiri oleh Presden.
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BAB VI
PENUTUP

Pasd 39

Keengkapan organisad, perincian tugas, dan tatakerja BAKIN ditentukan lebih
lanjut oleh KA BAKIN, sadah terlebih dehulu mendepa persstujuan tertulis dari
Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan
Aparaur Negara

Pasal 40
Keputusan Presden ini mula berlaku padatanggd ditetgpkan.

Ditetapkan di Jakarta

Padatanggd 6 Ma 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

SOEHARTO
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